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berkaitan dengan problema penetapan hukum di lingkungan 
Nahdlatul Ulama (NU). Fenomena tersebut adalah adanya pergeseran 
dalam memandang fiqh, yakni dari fiqh sebagai paradigma 
"kebenaran ortodoksi" atau fiqh sebagai "hukum positif" ke arah fiqh 
sebagai paradigma "pemaknaan sosial". Paradigma pertama 
menundukkan realitas kepada kebenaran fiqh dan berwatak hitam-
putih dalam memandang persoalan. Sebaliknya yang terakhir 
menggunakan fiqh sebagai wacana tandingan ("fiqh perlawanan") 
dan memperlihatkan wataknya yang bernuansa.  
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bagi perbaikan dan kesempurnaan buku ini. 

 
Penulis 
Sam’ani  



iv 

 
 

 
 
 
 

 
 



v 

 
 

DAFTAR ISI 
 

 
Kata Pengantar ..................................................................................................  iii 
Daftar Isi ...............................................................................................................  v 
 
Bagian I 
PENDAHULUAN  ..............................................................................................  1 

A. Fokus Kajian ...........................................................................................  1 
B. Kerangka Konseptual .........................................................................  11 

 
Bagian II 
TRADISI PENETAPAN HUKUM DALAM ISLAM ...............................  19 

A. Prespektif Historis Penetapan Hukum Islam ...........................  19 
B. Metode Penetapan Hukum dalam Ushul Fiqh ..........................  24 
C. Revitalisasi Ushul Fiqh dalam Menjawab Persoalan 

Kontemporer .........................................................................................  29 
 
Bagian III 
LAJNAH BAHTSUL MASA’IL; METODE DAN APLIKASI 
PENETAPAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA (NU)  .........................  37 

A. Sejarah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (NU) ....................  37 
B. Metode Istinbath Hukum Bahtsul Masa’il Nahdlatul 

Ulama (NU) ....................................................................................  41 
C. Hasil-hasil Putusan Bahtsul Masa’il NU Kontemporer ........  54 

 
Bagian IV 
WACANA DAN PRAKTEK FIQH PERLAWANAN DI 
LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA (NU) DALAM 
RELASINYA DENGAN POLITIK-KEKUASAAN  ..................................  65 

A. Format Fiqh Perlawanan hubungannya dengan 
Formulasi Hukum di Lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) ...  66 

B. Gagasan dan Praktik Fiqh Perlawanan dalam Relasinya 
dengan Politik Kekuasaan ................................................................  77 

C. Relevansi dan Validitas Wacana dan Praktik Fiqh 
Perlawanan di Lingkungan Nahdlatul Ulama (NU)................  81 

 



vi 

 
Bagian V 
PENUTUP  ...........................................................................................................  89 
 
Daftar Pustaka ...................................................................................................  93 
 
Biografi Penulis .................................................................................................  99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 

 

 

Bagian V 

PENUTUP 

 

 

Ada fenomena menarik yang berkait dengan problema 

penetapan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Fenomena 

tersebut adalah : adanya pergeseran dalam memandang fiqh, yakni 

dari fiqh sebagai paradigma "kebenaran ortodoksi" atau fiqh sebagai 

"hukum positif" ke arah fiqh sebagai paradigma "pemaknaan sosial". 

Paradigma pertama menundukkan realitas kepada kebenaran fiqh 

dan berwatak hitam-putih dalam memandang persoalan. Sebaliknya 

yang terakhir menggunakan fiqh sebagai wacana tandingan ("fiqh 

perlawanan") dan memperlihatkan wataknya yang bernuansa. 

Keterkaitan NU dengan kehidupan sosial politik dan kekuasaan 

diyakini berkaitan erat dengan wacana keberagamaan dan tradisi 

keilmuan warga Nahdlatul Ulama (NU). Pertama, tokoh NU dan 

warganya meyakini bahwa dalam rangka mencapai tujuan 

jam'iyyah/organisasi dan tersebarnya dakwah Islam, arena politik 

merupakan salah satu sarana paling efektif dan kendaraan terbaik. 

Hal ini terbukti dengan hampir selalu terlibatnya tokoh Nahdlatul 
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Ulama (NU), baik secara organisatoris maupun secara pribadi atas 

nama Nahdlatul Ulama (NU) dalam percaturan politik, bahkan 

setelah NU dinyatakan kembali ke Khittah sekalipun. Namun 

keterlibatan tersebut tetap dengan kritisisme dalam berhubungan 

dengan politik dan kekuasaan. Kedua, dalam berpolitik para tokoh 

NU selalu mengaitkan dan menjustifikasi aktifitas dan sikap politik 

mereka dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah maupun hukum fiqh.Sekedar 

contoh keputusan NU yang ada kaitannya dengan kehidupan sosial 

politik juga kekuasaan, salah satunya adalah : Keputusan Muktamar 

Nahdlatul Ulama (NU) ke-29 tahun 1994. dalam muktamar tersebut 

ada hasil BM tentang akad tebu intensifikasi (Tebu Rakyat 

Intensifikasi/TRI). Menurut Inpres 9/75 berlaku sistem TRI. Pemilik 

tanah memperoleh uang tunggu, sedangkan bagi hasil dikeluarkan 

setelah penetapan rendemen. Tapi pada kenyataannya proses 

penetapan rendemen tersebut dilakukan secara sepihak, yakni oleh 

pemilik pabrik gula, sementara petani seringkali dirugikan. Hukum 

akad TRI tersebut fasidah karena dalam pelaksanaannya di lapangan 

terjadi ikrah (pemaksaan) terhadap peserta TRI. Tetapi ada juga yang 

tidak fasidah, yaitu petani hutang modal ke bank atau pihak lain, 

kemudian tebunya digilingkan ke pabrik gula tersebut dengan akad 

ijarah, menurut kebanyakan Hanabilah dan satu qaul dari Hanafiyah. 

Namun pendapat tersebut dikatakan dloif menurut Ibnu Qudamah. 

Dengan catatan harus ada lembaga yang membantu petani untuk 

mengontrol penetapan rendement, penimbangan dan lain-lain, guna 

menghilangkan unsur gharar. 
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Wacana dan praktik fiqh perlawanan di lingkungan Nahdlatul 

Ulama (NU), baik yang dilakukan oleh lembaga resmi Bahtsul Masa’il 

atau lembaga yang tidak menyatakan sebagai lembaga BM, seperti 

ma'had 'aly Situbondo ataupun yang digagas oleh tokoh-tokoh NU, 

dapat dinyatakan punya relevansi sekaligus validitas, kalau dilihat 

dari perspektif hukum Islam. Alasannya adalah : fiqh perlawanan 

yang dimaksud, walaupun dalam banyak hal mengembangkan sikap 

kritis terhadap politik-kekuasaan, juga dikenal dalam hukum Islam. 

Seperti konsep ulil amri dan bagaimana harus berhubungan 

dengannya. Gagasan fiqh perlawanan yang basis pemikirannya 

antara lain nilai-nilai maqashid syari'ah, kemaslahatan, keadilan dan 

lain-lain, adalah sesuatu yang memang sudah semestinya, karena 

dalam tradisi hukum Islampun, nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai 

yang intrinsik yang digunakan oleh banyak ulama dalam 

memutuskan sebuah persoalan hukum, tak terkecuali persoalan yang 

ada kaitannya dengan kehidupan politik dan kekuasaan. 

Buku ini memiliki sejumlah keterbatasan, karena hanya hasil 

penelitian menggunakan metode penelitian pustaka (library 

research), yang tidak ada wawancara sebagai media konfirmasi 

terhadap orang-orang yang terlibat dalam keputusan-keputusan 

hukum yang pernah dilakukan oleh kalangan Nahdlatul Ulama (NU), 

namun sudah cukup menggambarkan persoalan secara cukup 

memadai. Diperlukan penelitian lanjutan terutama dengan 

melibatkan metode pengumpulan data yang berbentuk wawancara 

mendalam, dengan orang-orang yang terlibat dalam keputusan-
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keputusan hukum yang pernah dilakukan oleh kalangan Nahdlatul 

Ulama (NU), kaitannya dengan politik-kekuasaan. Diperlukan 

sosialisasi wacana dan praktek fiqh perlawanan, terutama di 

lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) untuk memantapkan langkah-

langkah kedepan yang lebih baik, kaitannya dengan kenyataan sosial-

politik dan kekuasaan. Kalangan akademis dapat menggunakan buku 

ini untuk memperkaya perspektif mengenai metode penetapan 

hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). 
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